WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 25€ /900/2022

TENTANG

PENCABUTAN TERHADAP KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 122/900/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 dimana pembentukan tim
pelaksana kegiatan untuk tim pemerintah daerah
antar satuan kerja perangkat daerah ditanda tangani
oleh sekretaris daerah;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu
dilakukan penetapan Keputusan Walikota tentang
Pencabutan Keputusan Walikota Nomor
122/900/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Pariaman Tahun 2023;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas
Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan
Nomenklator  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor
165);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor
3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022,



24. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Pencabutan terhadap Keputusan Walikota Nomor
122/900/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman
Tahun 2023,
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2022
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7.9 %J&'CLLS 2022
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